
 

 

 
 

 

 
WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 59 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Menimbang  :    a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan 
Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

 

3.  Undang-Undang ... 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 
245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6056); 

 

 

 

 

 

10.  Peraturan ... 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 259); 

12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 
tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di 
Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - 
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan 
Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan 
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
225); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1540); 

 

 

 

16.  Peraturan ... 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
20223 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 590); 

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 
tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahkan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Pasuran Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuanga Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14); 

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 4); 

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 11); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

3.  Badan ... 



3. Badan adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan 
Daerah Kota Pasuruan. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Kota Pasuruan.  

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat RKP adalah dokumen perencanaan 
nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun atau disebut dengan rencana 
pembangunan tahunan daerah. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah 
adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

 

Pasal 2 
 

(1) Kedudukan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 
merupakan penjabaran dari RPJMD Kota 
Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan 
memperhatikan RKP dan RKPD Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2023, untuk periode mulai 1 
Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 2023. 

 

 

 

 

 

 

(2)  Maksud ... 



(2) Maksud penyusunan RKPD Kota Pasuruan 
Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam: 

a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat; 

b. memberikan arah pembangunan Kota 
Pasuruan Tahun 2023; dan 

c. menjamin keterkaitan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan. 

(3) Tujuan penetapan RKPD Kota Pasuruan Tahun 
2023 adalah: 

a. sebagai acuan dalam penyusunan 
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas, 
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
APBD Tahun 2023;  

b. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam 
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 
Tahun 2023; 

c. sebagai bahan evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 
2023; dan 

d. untuk memastikan bahwa APBD Tahun 
2023 telah disusun berdasarkan RKPD Kota 
Pasuruan Tahun 2023. 

 

Pasal 3 
 

Substansi RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 

memuat perencanaan pembangunan tahunan 
daerah yang tertuang dalam sistematika, sebagai 
berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 
Daerah 

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 

Bab VII Penutup. 
 

 
 

Pasal 4 ... 
 



Pasal 4 
 

Penjabaran substansi RKPD Kota Pasuruan Tahun 
2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 

Pasal 5 
 

(1) RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 dapat 
diubah dalam hal tidak sesuai dengan 
perkembangan daerah tahun berjalan dengan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Perubahan RKPD Kota Pasuruan Tahun 2023 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Walikota. 

(3) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan RKPD Kota Pasuruan 
Tahun 2023 kepada Gubernur, bersamaan 
dengan penyampaian rancangan peraturan 
daerah tentang perubahan APBD tahun 
berkenaan, untuk dievaluasi. 

 

Pasal 6 
 

(1) Kepala Perangkat Daerah membuat laporan 
kinerja triwulanan dan tahunan atas 
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang 
berisi uraian realisasi dan target tentang 
indikator kinerja masing-masing program 

dan/atau kegiatan, sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Walikota melalui Kepala 
Badan, paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja sejak triwulan yang berkenaan berakhir. 

(3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi 
berikut rekomendasinya kepada Walikota. 

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan RKPD tahun berikutnya. 

 

 

 
 
 

Pasal 7 ... 



Pasal 7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Pasuruan. 

 

 

 
Ditetapkan di Pasuruan 
Pada tanggal 6 Juli 2022 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
ttd. 

Tt Ttd.Ttd.d. 
 
 

SAIFULLAH YUSUF 
 

 
 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 6 Juli 2022 

 
   SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 
 

T Ttd.td. 
 
 

RUDIYANTO 

 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 59 
 
 
 


